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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Undang – Undang kepabeanan 

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 1. 

Menjelaskan tentang Impor yaitu kegiatan memasukan barang kedalam daerah 

pabean. 

Menurut Undang-undang No.17 tahun 2006 Tentang Larangan dan 

Pembatasan (Lartas) pasal 53 dan Peraturan Mentri Keuangan (PMK) 

No.161/PMK.4/2007 tentang pengawasan terhadap impor atau ekspor barang 

yang terkena Lartas. 

Lartas ini bertujuan menjaga keamanan keterbitan masyarakat, melindungi 

kesehatan manusia, menjaga lingkungan hidup, menjaga industri perdagangan. 

Untuk mengetahui lartas dari barang tersebut dapat dilihat dari HS Code masing 

– masing barang, akan diketahui apakah barang tersebut kena lartas atau tidak, 

dan didalam pengecekan tersebut juga dapat mengetahui pajak yang dikenakan 

dalam penganan impor tersebut. 

2.2 Pengertian Impor 

  (Adrian Sutedi, 2014) menjelaskan bahwa perdagangan internasional 

 terutama  dilaksanakan melalui perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli 

 internasional dikenal dengan perjanjian ekspor impor. 

  (I Komang Oko Berate, 2014) secara sederhana impor adalah kegitan 

 memasukan barang dari luar Indonesia atau diluar daerah pabean ke dalam 

 Indonesia atau masuk ke daerah pabean. 

  (I Putu Kusuma Junaintara, 2012) Impor adalah kegiatan perdagangan 

 internasional yang meliputi kegiatan pengiriman suatu barang dari luar negeri ke 

 seluruh pelabuhan yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Kegiatan impor 
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 dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri baik berupa pangan maupun 

 untuk kegiatan industri dan lain - lain. 

2.3 Pengertian Importir 

  “Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka 

 Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang 

 mengimpor barang untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean. 

 Importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jendral. Registrasi 

 importir dapat dilakukan secara online melalui situs resmi. (Herman Budi 

 Sasono, 2013)  

 Menurut  Kamus  Lengkap  Perdagangan  Internasional  “Importir” adalah 

seseorang atau badan usaha yang membawa barang dari luar negeri ke suatu 

Negara untuk diperdagangkan. Ada empat jenis importir yaitu :  

1. Importir Umum  

 7 Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagang dapat 

memperoleh kedudukan sebagai importir umum atau lazim disebut General 

Importir. Semua pemegang API atau APIS umum.  

2. Importir Terdaftar 

  Importir yang telah mempunyai register baik di Direktorat Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,yang 

memperoleh izin untuk memasukkan barang-barang tertentu.  

3. Importir Produsen  

 Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan tidak memungut PPN 

atau dengan memberikan penangguhan bea masuk atas barang - barang yang 

diimpor dapat berupa bahan baku, Bahan baku penolong dengan tujuan untuk 

ekspor.  

4. Produsen Impor  

 Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang sejenis 

dengan hasil produksinya yang telah diperlukan untuk memenuhi kekurangan 

kebutuhan. 
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2.4 Instansi - Instansi yang terkait dalam penanganan impor 

 Menurut Andi Susilo, (2008) instansi - instansi yang terkait dalam impor 

sebagai berikut :  

1.  Importir / Pembeli /Buyer  

 Orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal 

Impor (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang 

mengimpor barang untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean. 

2.  PPJK / EMKL Ekspedisi Muatan Kapal Laut  

 sejak tanggal 1 April  1997 berganti nama menjadi Pengurusan 

Pelayanan Jasa Kepabeanan (PPJK) merupakan perusahaan jasa yang 

diperlukan dalam kelancaran pengurusan  dokumentasi ekspor dan impor di 

wilayah pabean. Perusahaan yang mengurus barang - barang muatan 13 

kapal laut dan dokumen - dokumen untuk mengirim atau  menerimanya  ke 

kapal dari kapal atau ke dari gudang atau lapangan penumpukan di 

pelabuhan, sebagai wakil pengirim penerimaan barang muatan kapal laut.  

3.  Maskapai Perusahaan Pelayaran (Shipping Line)  

 Pelayaran masih memegang  kekuasaan dalam bidang angkutan 

internasional meskipun angkutan melalui udara dan darat cukup berkembang 

baik. Hambatan dalam bidang angkutan ini akan sangat mempengaruhi 

perdagangan internasional. Maskapai pelayaran/ perkapalan bertugas 

menerima barang - barang dagang dari shipper/ eksportir/ freight forwarder, 

mengatur pengangkutan barang - barang dan menerbitkan Bill Of Lading 

(B/L) atau surat bukti muat barang.  

4.  Bea dan Cukai (Custom)  

 Bagi eksportir bea cukai bertindak sebagai pihak yang meneliti 

dokumen, pembayaran pajak dan memberikan izin barang untuk  dimuat  di 

kapal. Bagi importir bea cukai bertindak sebagai agen dan akan memberikan 

izin untuk pelepasan barang - barang bila telah dilakukan pembayaran, 

dengan menunjukan dokumen B/L.  
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5.  Freight Forwarding 

 Komoditi yang akan diangkut dan dimuat ke dalam sarana pengangkut 

atau dikeluarkan dari tempat penimbunan dapat menggunakan sarana 

Freight Forwarding. Pengertian Freight Forwarding adalah orang atau 

badan yang melakukan kegiatan pelayanan tertentu, terutama di bidang 

transportasi dan pengangkutan barang – barang dari suatu pelabuhan disuatu 

negara ke negara lainnya. Perusahaan ini akan mencarikan model transport, 

dengan rute yang akan menghemat biaya, dengan menyediakan sarana 

pengangkut yang dibutuhkan, dengan menyediakan beberapa layanan 

seperti: penyelesaian pengeluaran 14 barang serta pembayaran bea masuk 

dan pajak dalam rangka impor, penerbitan Bill of Lading, pengurusan surat 

keterangan asal, asuransi, manajemen inventory dan lainnya yang berkaitan.  

6.  Perusahaan Asuransi  

 Risiko atas barang baik di darat maupun di laut tidak mungkin dipikul 

sendiri oleh para eksportir atau importir. Maskapai asuransi memegang 

peranan yang tidak dapat diabaikan  dalam  merumuskan persyaratan kontrak 

perdagangan internasional yang dapat menjamin risiko terkecil dalam setiap 

transaksi itu. Maskapai asuransi bertugas  mengasuransikan barang- barang 

yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan dan mengeluarkan sertifikat/ 

polis asuransi untuk menutupi risiko yang dikehendaki, menyelesaikan 

tagihan/ tuntunan kerugian - kerugian bila ada.  

7.  PT. PELINDO III  

 Di Indonesia pengusaha pelabuhan adalah PT. Pelindo yang 

menyediakan semua fasilitas pelabuhan. Sebagai pelabuhan Internasional, 

perusahaan ini harus mengikuti regulasi nasional maupun internasional, 

seperti keamanan dan ketersediaan fasilitas yang berstandar internasional. 

Pelabuhan internasional pintu utama ekspor dan impor tidak lepas dari 

regulasi internasional yang mengatur keamanan dan ketersediaan fasilitas 

yang berstandar internasional, pengusaha pelabuhan harus mampu 
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mengadopsi dan melaksanakan dengan baik safe framework of standard to 

secure dan Facilitate Global Trade  (SAFE-FoS),hal ini di akui oleh Tim 

Diagnostic menjadi salah satu dari 174 anggota Negara anggota World 

Custom Organization (WCO) dan 155 negara untuk melaksanakan SAFE-

FoS.  

8.  Surveyor  

 Pada umumnya eksportir dan importir berada dalam jarak yang 

berjahuan, dalam arti geografis, sehingga bonafiditas dan integritas masing -

masing kurang dapat diketahui. Oleh karena itu, 15 diperlukan pihak ketiga 

yang netral dan objektif dapat memberikan kesaksian mutu, jenis, kuantum, 

keaslian, kondisi harga dan tarif bea dari  komoditi atau produk yang 

diperdagangkan. Dalam hal ini dapat dijalankan oleh badan usaha, juru 

periksa atau juru timbang yang disumpah dalam perdagangan internasional. 

Juru Periksa ini tidak saja penting mengecek bonafiditas eksportir dan 

importir. Bahkan pemerintah telah memanfaatkan juru periksa ini 

mengamankan bea masuk impor dan sertifikat ekspor, dengan 

diberlakukannya ketentuan Laporan Kebenaran Pemeriksa (LKP) untuk 

ekspor dan impor. Surveyor/ pemeriksa yang ditunjuk oleh pemerintah, 

berwenang dalam pemeriksaan mutu, jumlah barang, pemeriksaan barang -

barang ekspor tertentu di negara tempat tibanya barang dan pemeriksaan 

kebenaran barang - barang impor di negara asal impor barang, dengan surat 

LKP itu 

2.5 System SSM (Singgle Submission) 

Dokumen SSM ini ditunjukan untuk membantu pengguna dalam 

menjalankan proses pada aplikasi sesuai prosedu untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi. 

Diatur dalam Praturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018, yaitu integritasi 

system secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan 

informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tungal dan 
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sinkron, dan penyampaian keputsan secara tunggal untuk pemberian izin 

kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang - undangan. 

SSM merupkan system electroic yang terintegrasi secara nasional, yang 

dapat di akses melalui jaringan internet (public network), yang akan melakukan 

integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan 

dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor - impor, yang menjamin keamanan 

data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar system 

internal secara otomatis, yang meliputi system kepabeanan, perizinan, 

kepelabuhan/ kebandar udaraan, dan system lain yang terkait dengan proses 

pelayaranan dan pengawasan ekspor impor. 

System SSM merupakan gabungan dari dua system yaitu system dari Bea 

 Cukai (PIB) dan system milik Balai Karantina (PPK Online) system SSM ini di 

 peruntukan untuk kebutuhan penanganan impor barang yang terkena Lartas 

 Karantina meliputi Karantina Tumbuhan, karantina Hewan, dan karantina Ikan. 

 System SSM di buat untuk memudahan dalam penginputan data yang di 

 butuhkan  oleh dua instansi yaitu Bea Cukai dan Balai Karantina dalam satu 

 System yang sama. (INSW, Indonesia National Singgle Window. 2020 : 1 - 56. 

 “User Manual Dokumen SSM Pabean Karantina Version 5.5”) 

2.6 System IQFAST PPK Online 

 IQFAST merupakan layanan Terintegrasi yang memungkinkan interkoneksi 

dan interoperabilitas semua jenis layanan Karantina, Baik Internal maupun 

Eksternal guna mewujudkan peningkatan aspek pelayanan sekaligus upaya 

optimalisasi dalam aspek pengawasan. Badan Karantina Pertanian mempunyai 

tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan hayati. 

(aperaturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015) 

Badan Karantina bertugas untuk: 

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinan hewan dan 

tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati. 
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2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan 

keamanan hayati. 

3. Peningkatan system perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan 

keamanan hayati. 

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan 

tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati. 

5.  Pelaksanaan administrasi badan karantina pertanian. 

6.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan mentri. 

Persyaratan impor karantina tumbuhan dan produk tumbuhan ditetapkan 

untuk mengatur pemasukan media pembawa berupa tumbuhan dan/ atau hasil 

tumbuhan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia serta mencegah masuk 

dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia. 

Pemasukan media pembawa berupa tumbuhan dan/ atau hasil tumbuhan 

yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi 

persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan. 

Badan Karantina Pertanian melakukan Analisis Risiko Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (AROPT) terhadap setiap media pembawa yang pertama 

kali dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Badan Karantina 

Pertanian telah melakukan AROPT terhadap lebih dari 500 media pembawa 

benih dan lebih dari 50 media pembawa non benih. (IQFAST, Indonesian 

Quarantine Full Automation System. 2017 : 1-12. “Manual PPK Online IQFAST 

Indonesian Quarantine Full Automation System”). 

2.7 Dokumen – dokumen yang dibutuhkan untuk penanganan impor barang 

Dokumen – dokumen dalam perdagangan internasional adalah aspek penting 

yang perlu diperhatikan. Tanpa dokumen tersebut seorang eksportir tidak akan 

memeperoleh pembayaran dan bank yag akan menegosiasi Letter Of Credit (L/C) 

tersebut. Dokumen tersebut penting bagi semua pihak yang terlibat dalam 

pembukaan L/C, seperti eksportir, importir, dan bank. L/C secara khusus harus 



15 
 

 
 

menyatakan dokumen – dokumen yang disyaratkan. Dokumen – dokumen 

tersebut berupa : 

1. Dokumen Penting 

a. Bill Of Lading 

 Bill of Lading (B/L) adalah surat tanda terima barang yang telah 

dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan 

barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian 

pengangkutan barang melalui laut. 

 

Sumber : Mediteranian Shipping CO Line 

Gambar 1 Dokumen Bill Of Lading 
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b. Invoice 

 Invoice adalah dokumen yang berisi catatan detail tentang barang. 

Utamanya, produk yang sudah dibeli oleh pelanggan lengkap dengan 

harga yang disepakati bersama 

 

Sumber : PT. Bintang Makmur 

Gambar 2 Dokumen Invoice 
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c. Packing List 

 Packing List adalah dokumen packing atau pengemasan yang 

menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor impor, 

sekaligus merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam 

commercial invoice. Jika nama barang yang diekspor atau diimpor lebih 

dari 1 (satu), nama barang umumnya diuraikan atau di-Break Down 

berdasarkan nomor HS (Harmonized System Codes).Packing List dibuat 

oleh perusahaan yang melakukan pengemasan secara langsung dari 

barang - barang tersebut. 

 

Sumber : PT. Hasil Alam Barokah 

Gambar 3 Dokumen Packing List 
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d. Certificate Of Origin 

 Certificate of origin atau dikenal dalam bahasa Indonesia dikenal 

dengan surat keterangan asal barang (SKA) merupakan suatu dokumen 

yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar negara baik 

itu secara bilateral, regional, maupun secara multilateral. 

 

Sumber : akademiasuransi.org 

Gambar 4 Dokumen Certificate Of Origin 
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e. Certificate Of Analysis 

 (Menurut para a’lim ulama di bidang ekspor impor). COA merupakan 

akronim dari Certificate of Analysis, dokumen yang membuktikan dan 

menjelaskan bahwa pengecekan tertentu telah dilakukan terhadap produk 

terkait. Yang berisi tentang data kuantitatif hasil pengecekan sampel 

produk yang dilakukan di laboratorium analisis suatu badan atau 

perusahaan yang dapat mengeluarkan sertifikat atau dokumen terkait 

seperti PT. Sucofindo atau PT. Geoservices. 

 

Sumber: Accu standard,INC 

Gambar 5 Certificate of Analysis 
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f. Weight Certificate 

 Weight certificate diterbitkan oleh badan yang disahkan oleh 

pemerintah yang memang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 

memeriksa ukuran/ berat barang secara pasti. Apabila yang menerbitkan 

dokumen ini adalah eksportir sendiri maka dokumen yang dikeluarkan 

adalah weight list atau weight note. 

 

Sumber: PT. Raja Abadi Samudera Raya 

Gambar 6 Certificate of Weight 
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g. Packing Declaration 

 Packing Declaration adalah untuk memberi tahu otoritas Bea Cukai 

Australia tentang jenis bahan yang telah digunakan untuk mengemas 

barang Anda. Ini diperlukan untuk tujuan biosecurity, sehingga Bea 

Cukai dapat memastikan bahan berbahaya tidak masuk ke Australia. 

Ada bahan kemasan tertentu yang tidak diperbolehkan, antara lain jerami, 

sekam, bambu, gambut, jerami serta karton buah dan sayur bekas. Jika 

bahan kemasan Anda mengandung kayu, jerami atau kulit kayu, maka 

barang Anda perlu difumigasi sebagai bagian dari kepatuhan ISPM 15, 

yang dapat diatur oleh otoritas bea cukai domestik. 

 

Sumber: Packing Declaration Australien 

Gambar 7 Packing Declaration 
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h. Phytosanitary Certificate 

 Phytosanitary certificate merupakan suatu dokumen mutlak pada 

proses ekspor impor apabila negara tujuan mempersyaratkan. Dokumen 

ini berisi informasi mengenai jumlah, jenis dan jumlah kemasan, nama 

pengirim dan penerima dan lain sebagainya. Namun yang utama dokumen 

ini menjelaskan bahwa suatu komoditas bebas dari Organisme 

Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tertentu. 

 

Sumber: Balai Karantina Pertanian kelas I Semarang 

Gambar 8 Phytosanitary Certificate 
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2. Dokumen Pelengkap 

a. PIB (Pemberitahuan Impor Barang) 

 PIB dokumen pemberitahuan oleh importir kepada Bea Cukai atas 

barang impor, berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self 

assessment, dokumen PIB berisi tentang semua data mulai dari data 

importir, sarana angkut, nama sarana angkut, sampai data barang yang di 

Impor. Lampiran PIB di dapat dari setelah semua data importir sampai 

data barang di  draft ke System SSM maka jadilah PIB. 

 

Sumber: PDFSLIDE.NET 

Gambar 9 Dokumen PIB 
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b. Lampiran SSM (Singgle Submission) 

 Lampiran SSM adalah tanda terima dari  SSM yang telah di sending. 

SSM adalah suatu system penggabungan dari 2 system yaitu PIB yang di 

miliki oleh Bea Cukai dan PPK Online yang di miliki oleh Balai 

Karantina, System SSM difungsikan untuk memudahkan pihak ekspedisi 

atau PPJK mengirimkan data yang di gunakan untuk penanganan impor 

yang terkena lartas karantinadan juga dapat memper singkat waktu pada 

saat pemerikasaan barang karena dapat di lakukan joint inspection dan 

memudahkan dalam pengecekan barang. 

 

Sumber: PT. Raja Abadi Samudera Raya 

Gambar 10 Lampiran Tanda terima SSM 



25 
 

 
 

c. REKIM (Rekomendasi Impor) 

 Rekim atau juga di sebut Surat Keputusan Mentri Republik Indonesia 

yang di keluarkan oleh Departemen Pertanian, yang menyatakan bahwa 

barang yang telah di impor tersebut termasuk barang yang aman untuk di 

distribusikan atau di gunakan untuk bahan pakan ternak 

 

Sumber: PT. Raja Abadi Samudera Raya 

Gambar 11 Surat Rekim 
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d. Lampiran PPK Online 

 Lampiran PPK Online adalah  dokumen yang di gunakan untuk 

mengetahui tentang Pallet yang di gunakan untuk pembatas pada suatu 

barang yang di impor, dokumen/ lampiran PPK online didapatkan setelah 

semua dokumen yang di butuhkan di draft di dalam web Iqfast PPK 

Online dan jadilah lampiran permohonan yang di gunakan sebagai bukti 

keterangan dari pallet tersebut. 

 

Sumber: PT. Raja Abadi Samudera Raya 

Gambar 12 Copy Permohonan PPK Online 
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e. Delivery Order 

 Delivery Order adalah dokumen wajib yang dikirim oleh pihak 

pemilik barang atau penjual kepada pembeli. Dalam beberapa kasus, 

pihak penjual juga menyertakan pihak ketiga (jasa ekspedisi) untuk 

mengirimkan barangnya. Biasanya, hal itu dilakukan karena keberadaan 

pembeli yang terlalu jauh ataupun juga kuantitas dari produk yang terlalu 

banyak. 

 

Sumber: HMM,CO.LTD 

Gambar 13 Delivery Order 


